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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Gambaran tentang Kompetensi SDM, Teknologi informasi, 

implementasi kebijakan dan pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota Kupang adalah Baik. Dari hasil ini, maka 

hipotesis pertama diterima.  

2) Variabel Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap 

pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Kupang. Dari hasil ini, maka hipotesis kedua diterima.  

3) Variabel Teknologi informasi signifikan terhadap pengelolaan aset 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Dari hasil ini, 

maka hipotesis ketiga diterima.  

4) Variabel Implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap 

pengelolaan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. 

Dari hasil ini, maka hipotesis keempat diterima.  

5) Variabel Kompetensi SDM, Teknologi informasi, implementasi 

kebijakan dan pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Kupang secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan 
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Kebudayaan Kota Kupang. Dari hasil ini, maka hipotesis kelima 

diterima.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan 

kepada manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Kompetensi SDM bendahara pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Kupang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 

menyelenggarakan pelatihan dan bimtek secara khusus pada bendahara 

aset di sekolah-sekolah negeri.  

2. Meningkatkan Teknologi informasi pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Kupang, terutama pada pembuatan aplikasi dan 

pelatihan terhadap aplikasi yang ada.  

3. Meningkatkan Implementasi kebijakan kerja pada bendahara aset. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara pengawasan yang lebih terkoordinir dalam 

pelaporan aset sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.  

4. Meningkatkan asas transparansi, efisiensi dan kepastian nilai dalam 

penyelenggaraan pengelolaan barang daerah sehingga masyarakat dalam 

memperoleh informasi yang benar, agar barang daerah digunakan sesuai 

batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan tugas dan agar nilai barang dapat diketahui secara pasti.  
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